
,i 
\ Daerah; 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat 

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran anggaran 

antar objek belanja dan/atau antara rincian objek 

belanja dilakukan dengan cara mengubah Peraturan 

Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 

' Pendapatan dan Belanja Daerah; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan butir D.4.d. Lampiran 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

dan berdasarkan ketentuan butir G.57.c.2) Lampiran 

Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 84 Tahun 

2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, 

bahwa ketentuan terkait Belanja Tidak Terduga dan 

Pengendalian Harga Barang Dan Jasa yang Menjadi 

Kebutuhan Masyarakat dalam Pengendalian Inflasi 

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

PERUBAHAN KETIGAATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA 

NOMOR 87 TAHUN ANGGARAN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA 

NOMOR 10 TAHUN 2023 

TENTANG 

SALIN AN 



c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Perubahan 

Ketiga atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara 

Nomor 87 Tahun Anggaran 2022 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2023; 

l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

Keuangan Untuk Penanganan Panderni Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka 

Menghadapi Ancaman Yang Membahyakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nornor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2020 tentang Penetapan Pcraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 

Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona 

Mengingat 
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Perekonornian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

4. Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210); 

5. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tarnbahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka 

Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6622); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lcrnbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nornor 4, Tambahan Lernbaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

Membahyakan Yang Ancaman Menghadapi 

Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka 
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8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi 

Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Rcpublik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 6778); 

9. Peraturan Pernerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pcngelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 

Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan 

Pcraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nornor 23 Tahun 

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nornor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tarnbahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lcmbaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

13. Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
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L 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ten tang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor l 06, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 

Togas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil 

Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6224); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

17.Peraturan Pemerintah Nornor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 52, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6323); 

18. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tcntang 

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 215); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 754); 

20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 

Operasional (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1067); 
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2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

972); 

24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 

Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah 

Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 Nomor 5); 

25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 

Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara 

Tahun 2023 Nomor l); 
26. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 

87 Tahun 2022 tentang Pcnjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 
(Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 

Nomor 89) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 23. Peraturan 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1781); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah ten tang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (Serita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 431); 
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Pasal I 
Kctentuan daJam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan 
Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 87 Tahun 2022 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara 
Tahun 2022 Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan : 
1. Peraturan Gubemur Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 

2023 tcntang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 

87 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi 
Sulawesi Tenggara Tahun 2023 Nomor 5); 

2. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 
2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubemur 
Nomor 87 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah 
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 Nomor 6), 

cliubah sehingga dibaca sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Pcraturan Gubernur ini. 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA 
ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA 
NOMOR 87 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2023. 

MEMUTUSKAN: 

terakhir dengan, Peraturan Gubemur Sulawesi 

Tenggara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pcrubahan 

Kedua atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara 

Nornor 87 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita 

Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 Nomor 

6); 
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BERITA DAERAH PROVINST SULAWESI TENGGARA TAHUN 2023 NOMOR 

ASRUN LIO 

ttd 

SEKRETARIS DAERAH 

PROVINS! SULAWESI TENGGARA, 

Diundangkan di Kendari 
pada tanggal 5 - 4 - 2023 

ALI MAZI 

ttd 

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, 

Ditetapkan di Kendari 
pada tanggal 5 - 4 - 2023 

Agar setiap orang mengetahuinya, mcmerintahkan 

pengundangan Peraturan Guberrrur lill dengan 

pcnempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi 
Tenggara. 

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan, 
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